BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 74 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Peraturan Gubernur

Mengingat

1

2.

Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah,
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana  Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 Tentang
Pctunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-11/2013 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kehutanan Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Perdagangan
Republik  Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/12/2013 Tentang
Petunjuk Tcknis Penggunaan Dana Aloksi Khusus Bidang Sarana
Perdaganan  Tahun  Anggaran 2014, Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Keselamatan Transportasi Darat, maka Peraturan Bupaii Batang
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014
maka perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 2757,



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonecsia
Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5043) ;

Peraturan Pemecrintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daecrah dan Wakil Kepala Dacrah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
2
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Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyclenggaraan  Pemerintahan Dacrah  Kepada Pemerintah,
Laporan Kcterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kcepada
Dewan  Perwakilan Rakyat Dacrah, Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor S165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penycbarluasan Pcraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengclolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pecdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2014;
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

27. Peraturan Dacrah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2013 Nomor 13);

29. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013
Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Batang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Batang 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Dacrah
Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan  dalam Pasal 1 Peraturan  Bupati  Batang Nomor 74
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2013 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat
Batang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun 2014 (Berita Dacrah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 20), diubah
schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Ashi Dacrah Rp. 108.938.221.688,00
b. Dana Pcrimbangan Rp. 767.642.946.158,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 186.379.932.910,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.062.961.100.756,00
2. BELANJA
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 573.201.309.402,00
2. Belanja Bunga Rp. 358.236.000,00
3. Belanja Hibah Rp. 21.316.506.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 32.927.300.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan



Pemerintahan Desa dan Partai

Politik Rp. 40.591.542.500,00

6. Belanja Tidak Terduga Rp.  2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 670.394.893.902,00
b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 68.334.104.075,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 224.188.038.716,00

3. Belanja Modal Rp. 166.903.304.882,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 459.425.447.673,00
Jumlah Belanja Rp.1.129.820.341.575,00
Decfisit Rp. (66.859.240.819,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 73.021.747.819,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 6.162.507.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 66.859.240.819,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 0,00
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2014 Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
NASIKHIN Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 27



